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ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA MUSIK DALAM     PEMBANGUNAN SISTEM HUKUM DI INDONESIA (Suatu Kajian Melalui Pendekatan Politik Hukum Undang-Undang Hak Cipta)


Undang-Undang Hak Cipta  mulai berlaku di Indonesia sejak tahun 1912  berdasarkan asas “konkordansi” (St. 1912 No. 600; Undang-Undang 23 September 1912)  disebut dengan “Auteuswet 1912.” +70 tahun sejak “Auteurswet 1912” sampai dengan tahun 1982, Indonesia baru berhasil menciptakan Undang-Undang Hak Cipta yang bersifat nasional, yaitu Undang-Undang No. 6 Tahun 1982 akan tetapi tahun 1987 timbul perubahan dengan lahirnya Undang-Undang No. 7 Tahun 1987, menyusul Undang-Undang No. 12 Tahun 1997 kemudian Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 dan terahir adalah Undang-Undang No. 28 Tahun 2014. Identifikasi masalah dalam disertasi ini adalah tentang politik hukum yang dijalankan oleh pemerintah Indonesia, yaitu mengapa dinamika perubahan Undang-Undang HC ini dirasakan relatif cepat atau singkat? apakah karena kualitas pembentukan perundang-undangannya rendah dan tidak menjangkau kearah perkembangan jaman, dan mengapa tidak berlaku efektif serta tidak dipatuhi oleh masyarakat? Atau apakah disebabkan faktor politik atau ada tekanan dari dunia internasional sehingga tampak kepentingan internasional lebih didahulukan daripada kepentingan nasional atau mungkin ada kebijakan baru politik pemerintah Indonesia?

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui data kepustakaan dan untuk melengkapi data sekunder dikumpulkan juga data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan beberapa responden, yg rerdiri dari: instansi pemerintah; assosiasi industri rekaman dan masyarakat umum. Penelitian ini dilakukan melalui kerangka pemikiran menggunakan, antara lain: Teori Politik Hukum sebagai Grand Theory dan Teori Kepemilikan/Property sebagai Middle Range Theory dan Teori Hukum Pembangunan digunakan sebagai Upplied Theory. 

Kesimpulan penelitian ini membuktikan, pertama; politik hukum Indonesia telah banyak dipengaruhi oleh politik hukum asing (internasional), kedua; banyaknya ditemui ditengah-tengah masyarakat pelanggaran hukum bidang hak cipta khususnya musik baik secara digital maupun non digital, ketiga; bahwa pembangunan hukum hak cipta Indonesia belum berpihak kepada kepentingan masyarakat Indonesia. Penelitian ini diarahkan kepada pembangunan sistem hukum Indonesia yang ideal masa yang akan datang, khususnya dibidang Hak Cipta dengan mengutamakan  kepentingan nasional bangsa Indonesia!









THE DEVELOPMENT OF LEGAL SYSTEM PROTECTION OF MUSIC COPYRIGHT LAW IN INDONESIA ( A Study Case pursuant the legal Policy on Copyright law)


Copyright law has been applied in Indonesia since 1912 based on the concordance Principle (State Gazette 1912 No. 600), the Act No. 23 of September 1912, being termed as “Auteurswet 1912). After being  enforced for 70 years uptil 1982 the said Act has been revoked and replaced by the Act No. 6 of the Year 1982 on Copyright. It has been revoked again in 1997 and replaced by the Act No. 7 of the Hear 1987. Further replacement has been occurred in 1997, then followed by the anactment of the Act No. 19 0f the Year 2002. Lastly, the said Act has been replaced by the Act No. 28 of theYear 2014. The main issue in such cases are why such hasty replacement have taken place. Whether it was due to low quality of ist formulation and did not cover the trenf of the time and why said Act has been not effective and disobeyed by the members of the society. Or whether it was due to other factors such as rapid political changes and international pressure, so that international interest has been prioritized than national interest, of may be there were new policy by the government of Indonesia?

This research utilized secondary data, obtained through library research. To back up such secondary data, primary data has been collected through interview with several respondents, consist of governmental institutions, members of the Recording Industry Association and the general public. This research has been haseod on conceptual references of legal Political Theory as Grand Theory, property Ownership as Midlle Range Theory and legal Developmental Theory as Applied Theory.

Conclusion of this research, firstly, the Indonesian government has been heavily influenced by the fore ign or international legal policy; secondly, there occurred diverse legal discobeyance converning the copyright Law; And thirdly, the development of cophyright law in Indonesia has not fully covered the interest of the indonesian people. This research focused on the ideal legal development in the time to come, especialily in the field of copyright, serving the interest of the Indonesian people.
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